PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keterfdagal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahud 28@ang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomdratin 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangsigndNomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mdwgafRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaralapsan dan Belanja Daerah

(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPIRIDJk memperoleh persetujuan bersama ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaraapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukbagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kenaefiatah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke da&kmjakan umum APBD serta

prioritas dan plafon anggaran yang telah disepdieaiama antara Pemerintah Daerah dengan DPRDgagtsl 15 bulan Desember tahun
2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdékrd huruf a dan huruf b, perlu menetapkan &agan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatewdgyo Tahun Anggaran 2011,



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembamtikaerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Pilog@amsa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Md®oTambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadx 9) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajakl BamBangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor&@bahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dedgdang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Nedgepublik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Riepdonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygégagn Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupdiyskdan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NMafpTambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadd 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuardegara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahuwB 20omor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd2®r);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbermmthadNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiauT2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndi3i5 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamt&leraturan Perundang-Undangan (Lembaran NegapubRk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rieprdionesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemank$®ngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negarab@dran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaleambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SisteenPanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negatiblikelmdonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repuldimiesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkant®aerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor T&8pahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terdkhigan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terfamgbahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéant®aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia m&©08 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vwt )4

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinadrakgguangan antara Pemerintah Pusat dan Pemennfserah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126bkdan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom@sy4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencan®b&hgunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20055-(R8&baran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahanbagan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabagan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repuidignesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik kesiariNomor 5049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamyd{&kan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Amg&swan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonealauii 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Rkpuodbnesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah terakhir denganupanaPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran tde@apublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangeR#¢aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaraarsd®epublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara dRkepadonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentamgran Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneasfau 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd&iof);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentamg Parimbangan (Lembaran Negara Republik Indoriesian 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd&i05b);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastgrilnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negaraldfgpndonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagiamna teldiaklidengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negaralft&dndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan laearb Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghHiLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20@%o0r 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repluoldnesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik kesiarNomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfPan Penyusunan dan Penerapan Standar PelayanamaMiLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambatanlaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentamtpr®En Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggarakaerirRaim Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Md®5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndomMémmaor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentargp®@n Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintamiflaean Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembargarddrepublik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamb&gan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,ridgshan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembargarbleRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambdlembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggr®asi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuddnesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentantuBarkKeuangan kepada Partai Politik (Lembaran NeBa&publik Indonesia Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentaagaaa Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemramBajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabaf Rlomor 119., Tambahan Lembaran Negara Repliddnesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentaangd&t Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rkgdodonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik kesiarNomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2886ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selagatelah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2@itang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturamlbd@ntang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Rer#&tepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Patadapan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2@fitang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daeralgafggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjangastp®al Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerattasdata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dperasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2@bfang Pedoman Penyusunan Anggaran PendapatdBetiana Daerah Tahun
Anggaran 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Pgookimor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan ModaldbaEngkat Il Ponorogo pada
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten DaerahkaingjPonorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tabih 2ntang Kedudukan Keuangan Bupati dan WakiaBuponorogo (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tab0i #ntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dgéexhbaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tabdn 2ntang Kedudukan Protokoler dan Keuangan PRenpidan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lesnb2aerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C)

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tabd® &ntang Satuan Polisi Pamong Praja (LembaranabaKabupaten Ponorogo
Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tabd® &ntang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaaaréh dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Leamb2aerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 T2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kakap@onorogo (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
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Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 T&008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekt@datjan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah &t@buponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponoraigan2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 T20808 tentang Organisasi dan Tata Kerja KecamatankK@turahan Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo T20® Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tab08 #ntang Dana Cadangan untuk Pemilihan KepateaDadan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 (Lembararab&abupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tabild 2ntang Penambahan Penyertaan Modal PemebDatiah Ke Dalam Modal
Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BankUatnmbaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010N2)m

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tabild 2ntang Penambahan Penyertaan Modal PemebDatiah Ke Dalam Modal
Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BankayaarbRakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaaanah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tabild 2ntang Penambahan Penyertaan Modal PemebDagtiah Ke Dalam Modal
Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BanlkedtakrRakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah KabupBterorogo Tahun 2010
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tabi@ 2ntang Rencana Pembangunan Jangka PanjarghQR&JPD) Kabupaten
Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupatearogo Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 T&d0® tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahhD@PJIMD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 (Lembaran D&abbpaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NEANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011



